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Halaman 1 dari 6 halaman. Penetepan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Thn 
 

P E N E T A P A N 

Nomor  81/Pdt.G/2024/PA.Thn 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA TAHUNA 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam 

sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan nafkah 

anak antara: 

ANITA MANDRONG BINTI LABARI MANDRONG, tempat tanggal lahir Tatelu, 

12 November 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan 

SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingkungan 

02, RT 03, Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, 

Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, dalam hal ini 

menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:  

anitamandrong1211@gmail.com, sebagai Penggugat; 

Lawan 

RIYAN KADIR  BIN RAHMAN KADIR, tempat tanggal lahir Batudaa, 24 

Desember 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SD, 

pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Tabongo 

Timur (belakang Impres), Kecamatan Tabongo, Kabupaten 

Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Halaman 2 dari 6 halaman. Penetepan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Thn 
 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan nafkah anak secara 

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan surat gugatannya 

tertanggal 18 September 2024 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Tahuna Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Thn, tanggal 18 

September 2024 Masehi,  dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya 

sebagai berikut : 

1. Bahwa  Anita Mandrong binti Labari Mandrong dan  Riyan Kadir   bin 

Rahman Kadir merupakan suami istri yang telah bercerai  berdasarkan 

Akta Cerai nomor 0069/AC/2020/PA.Thn yang dikeluarkan Pengadilan 

Agama Tahuna tanggal 2 Desember 2020; 

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang 

anak yang bernama: 

a. Abdul Wahid Kadir bin Riyan Kadir, Tempat tanggal lahir Sangihe 

06 November 2014 umur 9 tahun. 

b. Moh. Rakha Athafariz Adnan Kadir bin Riyan Kadir, Tempat 

tanggal lahir Sangihe 19 Desember 2017, umur 6 tahun. 

Yang keduanya diasuh oleh Penggugat; 

3. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan 

biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 , biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan 

kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir 

biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga 

juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum 

untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang 

diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-

anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 

10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan 

kesehatan; 

4. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah menfkahi anak-anak; 

5. Bahwa Tergugat memiliki 1 buah meja tempat berjualan di pasar Towo 

yang disewakan kepada Penggugat dengan biaya sewa Rp.5.000.000 

setiap tahunnya; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Halaman 3 dari 6 halaman. Penetepan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Thn 
 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua 

Cq.  Hakim  Pengadilan  Agama  Tahuna  berkenan  menerima, 

memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut : 

 PRIMAIR: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan 

(hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di 

atas sejumlah Rp.3.000.000 ( tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan 

melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak 

tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai 

dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan 

kesehatan; 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

SUBSIDAIR:  

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat 

telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak 

datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai 

wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan 

relaas panggilan tanggal 4 Oktober 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi 

dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu 

halangan yang sah; 

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat 

menyelesaikan masalah ini secara musyarwarah dan kekeluargaan dengan 

Tergugat, kemudian Penggugat dalam persidangan memohon untuk mencabut 

perkaranya dengan alasan akan berdamai dengan Tergugat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Halaman 4 dari 6 halaman. Penetepan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Thn 
 

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari penetapan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, 

Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan 

Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh 

orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, 

meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak 

ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar 

menyelesaikan masalah nafkah anak secara musyawarah dan kekeluargaan 

dengan Tergugat secara baik-baik, kemudian Penggugat mengajukan 

permohonan pencabutan perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan 

tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat 

dikabulkan, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama 

Tahuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena 

perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Halaman 5 dari 6 halaman. Penetepan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Thn 
 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan 

kepada Penggugat; 

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;  

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 

81/Pdt.G/2024/PA.Thn dari Penggugat; 

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk 

mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara; 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 343/KMA/HK.05/11/2019 tertanggal 

28 November 2019 tentang Izin Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari 

Kamis, tanggal 10 Otober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi’ul 

Akhir 1446 Hijriah, oleh Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., sebagai Hakim 

Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan 

disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari 

itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Elvira Wongso, S.H, sebagai 

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa 

hadirnya Tergugat;  

 

Hakim Tunggal, 

 

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Halaman 6 dari 6 halaman. Penetepan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Thn 
 

Panitera Pengganti, 

 

 

Hj. Elvira Wongso, S.H. 

 

 

Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp  30.000,00 

-  ATK Perkara : Rp 120.000,00 

-  Panggilan : Rp  61.000,00 

-  PNBP : Rp  20.000,00 

-  Redaksi : Rp  10.000,00 

-  Meterai : Rp  10.000,00 

J u m l a h : Rp 251.000,00 

                (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).  

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6


